BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Rencana perluasan berdasarkan garis-garis kota yang akan
dilaksanakan tahun 2031 oleh Pemkot Bandung berdasarkan Pasal
15 ayat 3, UU No. 2 Tahun 2012 tentang kewenangan kota, maka
Pemkot Bandung tidak mungkin memberikan IMB pada lokasi-lokasi
yang menjadi objek pelebaran jalan tersebut, namun pengadaan
tanah untuk jalan ini panitia pembebasannya akan dibentuk oleh
provinsi berdasarkan Pasal 15 ayat 4 UU No 2 Tahun 2012 yang
mengatur  kewenangan  provinsi  terhadap tata  ruang,
pelaksanaannya nanti pada tahun 2031 akibatnya dari sistem ini,
pemilik tanah dirugikan, yaitu untuk membuat IMB menjadi tidak
bisa, dan untuk mendapatkan ganti rugipun harus menunggu tahun
2031. Inilah salah satu dampak carut marutnya tata ruang di
Indonesia.

2 Alternatif penyelesaian bagi pemilik hak atas tanah yang akan
mempergunakan haknya sebelum pelaksanaan pelebaran jalan di
tahun 2031 yaitu, dengan hak-hak keperdataan bagi pemilik tanah
tidak boleh dibatasi/dikurangi, pemkot Bandung dan Pemda Propinsi
harus tetap memberikan hak keperdataan termasuk perizinan akan

prioritas juga merupakan hak keperdataan bagi pemilik tanah.
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B. Saran

1 Rencana garis-garis kota Bandung untuk tahun 2031 yang
berdampak terhadap pemilik tanah harus diperbaiki, karena setiap
perencanaan tidak boleh membawa kerugian, karena justru dibuat
perencanaan tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah dan
bukan untuk membuka masalah baru..

2 Selain peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang yang
haruis diperbaiki. Pemilik tanah harus di berikan jalan keluar yang
tidak merugikan, hak-hak keperdataanya harus tetap diberikan

dengan tanpa syarat yang memberatkan.
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